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Abstrak 

Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa Belanda “Certificat” yang artinya 
surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/PN.Mdn dimana  Riyadh 
Aziz sebagai penggugat melawan Dr. Suka Ginting sebagai tergugat I, Kepala 

Kantor Pertanahan Kota Medan tergugat II, Penggurun David Kaban turut 
tergugat I , Sarmin  Bangun sebagai turut tergugat II, Bupati Deli Serdang sebagai 
turut tergugat III. Tentang duduk perkara yaitu Bahwa  Penggugat ada  memiliki, 

menguasai dan  mengusahai 1 (satu) bidang tanah yng terletak di Simpang 
Selayang, Kecamatan Kota Medan dahulu Kampung Tanjungsari Kecamatan 

Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dalam putusan ini telah terbit sertifikat atas 
nama terguggat I yang diperoleh peralihannya dari turut terguggat I yang 
berdasarkan putusan pengadilan bahwa sertifikat tersebut tidak berkekuatan 

hukum. Pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Pembinaan Masyarakat 
Indonesia (UPMI) Medan. metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui 

kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Akibat Hukum Terhadap 
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri 
Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia 

(UPMI) Medan. Acara sosialisasi ini melibatkan seluruh mahasiswa di lingkungan 
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan untuk lebih 

memahami Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas 
Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di 
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan (UPMI). Adapun hasil 

diskusi dalam kegiatan Sosialisasi tentang Akibat Hukum Terhadap Pembatalan 
Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 

482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) 
Medan dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan 
merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Adanya 
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kesesuaian materi dengan kebutuhan para guru untuk memahami tentang Akibat 

Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan 
Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan 

Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. (2) Adanya respon yang positif dari peserta 
yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka 
implementasi Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas 

Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di 
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.  

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan Sertifikat, Putusan Pengadilan Negeri 

 

PENDAHULUAN 

Masalah pertanahan, merupakan suatu masalah strategis yang terkait dengan 
faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, maupun budaya, harus segera ditangani 

karena bila tidak dilaksanakan secara cepat dan tepat justru akan menempatkan 
pada posisi dimana tanah menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. 

Kondisi yang counter productive inilah yang disadari oleh semua pihak agar ke 

depan masalah pertanahan ditangani dan dikelola secara lebih profesional 
sehingga apa yang diamanatkan bahwa tanah agar dimanfaatkan sebesar-besarnya 
bagi kemakmuran rakyat dapat benar-benar terwujud. Masalah krusial yang 

menyangkut aspek manusia dengan tanah adalah hubungan hukum antara manusia 
dengan tanah itu sendiri, baik dalam tatanan masyarakat tradisional maupun 

masyarakat modern. 

Hubungan hukum manusia dengan tanah dikonkritkan melalui lembaga hak atas 
tanah. Kepastian hukum hak atas tanah merupakan titik tolak bagi penanganan 

maupun pengelolaan masalah pertanahan sehingga tanah itu sendiri memiliki nilai 
produktif bagi kehidupan masyarakat pemilik tanah. 

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, pemerintah 
melakukan kegiatan pendaftaran tanah secara terus-menerus dan 
berkesinambungan diseluruh wilayah Indonesia agar diperoleh administrasi 

pertanahan yang baik yang dapat menjadi sumber data yang akurat apabila terjadi 
permasalahan di bidang pertanahan. 

Namun walaupun tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian 
hukum, akan tetapi di dalam kenyataannya pendaftaran tanah ini hanyalah bersifat 
administratif, sementara tentang pembuktian alas hak yang menjadi dasar 

permohonan hak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui akta otentik, 
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dibawah tangan dan sebagainya. Sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya 

fakta lain yang tidak terungkap pada saat proses pendaftarannya. Kemungkinan ini 
dapat terjadi karena dalam kenyataannya banyak tanah-tanah yang tidak jelas 

kepemilikannya dan penggunaannya seperti terjadinya peralihan secara terus 
menerus tanpa melalui instansi yang berwenang, ketidakjelasan tentang 
penguasaan tanah(present land tenure) dan penggunaan tanah (present, land use). 

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya sertifikat, yang 
merupakan output pendaftaran tanah, terbuka kesempatan untuk memperoleh 

haknya kembali dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah melalui 
pengajuan gugatan ke lembaga peradilan. Gugatan dapat diajukan ke Peradilan 
Umum atau ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan materi gugatan dan 

kompetensi masing- masing peradilan. Dalam kapasitasnya, peradilan 
mengeluarkan keputusan mengenai status hukum terhadap subjek maupun objek 

bidang tanah yang digugat tersebut. Apabila pemberian hak atas tanah oleh 
pejabat yang berwenang dirasa merugikan maka dalam gugatan dapat diminta 
untuk dibatalkan, hal ini dimungkinkan karena sistem pendaftaran tanah yang 

dianut di Indonesia yaitu sistem negatif bertendensi positif yang berarti pemegang 
hak yang sebenarnya dilindungi dari tindakan orang lain yang mengalihkan 

haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak sebenarnya. Ciri pokok dari sistem 
negatif bertendensi positif ini adalah pendaftaran tanah tidak menjamin bahwa 
nama-nama yang terdaftar adalah pemilik sebenarnya. Nama dari pemegang hak 

sebelumnya dari mana pemohon hak memperoleh tanah tersebut untuk kemudian 
didaftarkan merupakan mata rantai dari perbuatan hukum dalam pendaftaran hak 

atas tanah. 

Terhadap banyaknya kasus-kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat maka 
sangatlah perlu dicari cara penyelesaiannya yang sangat menguntungkan bagi 

kedua belah pihak. Untuk itu penyelesaian sengketa perdata yang berkenaan 
dengan tanah diluar lembaga peradilan menjadi ideal bagi penyelesaian sengketa 

tanah. Karena bila di tempuh melalui jalur hukum/lembaga peradilan, acapkali 
tidak cuma menyangkut aspek hukum, hak-hak penguasaan, kalkulasi ekonomi, 
tetapi tidak sedikit yang menyentuh sisi sosio kultural. Penyelesaian melalui 

lembaga pengadilan yang lebih berpola menang kalah seringkali justru memicu 
konflik-konflik non hukum yang berkepanjangan. Apalagi jika masalah-masalah 

hukum yang diangkat hanya berfokus pada satu sebab saja. Munculnya 
ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan yang berakumulasi dengan berbagai 
aspek masalah pertanahan yang tidak terselesaikan melalui pengadilan , ternyata 

dapat berkembang sampai ke kekerasan fisik. 

Masalah tanah di lihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang tidak 

sederhana pemecahannya. Kesamaan terhadap konsep sangat di perlukan agar 
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terdapat kesamaan persepsi yang akan menghasilkan keputusan yang solid dan 

adil bagi pihak-pihak yang meminta keadilan. Persamaan yang memerlukan 
persamaan persepsi tersebut misalnya berkenaan antara lain dengan sertifikat 

sebagai tanda bukti hak atas tanah, berkenaan dengan kedudukan sertifikat tanah, 
sertifikat yang mengandung cacat hukum dan cara pembatalan dan atau 
penyelesainnya. 

Sertifikat Hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah berisi data 
fisik (keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah,serta bagian bangunan 

atau bangunan yang ada diatasnya bila di anggap perlu dan data yuridis 
(keterangan tentang status tanah dan bangunan yang di daftar, pemegang hak atas 
tanah dan hak-hak pihak lain,serta beban-beban yang ada di atasnya). Dengan 

memiliki sertifikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas 
tanahnya, subyek hak dan oyek haknya menjadi nyata. Bagi pemegang hak atas 

tanah , memiliki sertifikat mempunyai nilai lebih. Sebab dibandingkan dengan alat 
bukti tertulis, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, artinya harus 
dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti 

yang lain. 

Jaminan kepastian hukum pendaftaran tanah atau kebenaran data fisik dan data 
yuridis bidang tanah dalam sertifikat, sangat tergantung pada alat bukti 

kepemilikan tanah yang digunakan dasar bagi pendaftaran tanah. Di dalam 
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960 yang telah di ganti dengan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah diatur penentuan alat-alat bukti untuk 
menentukan adanya hak-hak atas tanah secara jelas dan mudah dilaksanakan serta 
memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak yang bernaksud mendaftarkan 

haknya. Alat bukti pendaftaran tanah dimaksud adalah alat bukti hak baru dan alat  
bukti hak lama. 

Berangkat dari uraian di atas, di wilayah pengadilan negeri medan terjadi sengketa 
penguasaan sebidang tanah dalam perkara perdata dalam putusan Nomor: 
482/Pdt.G/2016/PN.Mdn antara Riyadh Aziz sebagai penggugat melawan Dr. 

Suka Ginting sebagai tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tergugat 
II, Penggurun David Kaban turut tergugat I , Sarmin  Bangun sebagai turut 

tergugat II, Bupati Deli Serdang sebagai turut tergugat III. Tentang duduk perkara 
yaitu Bahwa  Penggugat ada  memiliki, menguasai dan  mengusahai 1 (satu) 
Simpang Selayang, Kecamatan Kota Medan dahulu Kampung Tanjungsari 

Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan ukuran dan batas-batas 
sebagai berikut:    

a. Sebelah Utara + 34.35 meter berbatas dengan P. Davin Kaban; 
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b. Sebelah Selatan + 35 meter  berbatas dengan Bunga N Cole; 

c. Sebelah Timur + 40.20 meter berbatas dengan Mayor Rangkap; 

d. Sebelah Barat + 40 meter berbatas dengan Jalan Setia Budi; 

Bahwa Tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Turut 
Tergugat I pada tanggal 19 Juni 2015 dengan cara Ganti Rugi dihadapan 
Notaris/PPAT M.Hardisyah,N.K,SH, Mkn, sebagaimana yang tertuang dalam 

Akta Pemindahan dan Penyerahann Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 36 
tanggal 19 Juni 2015. Bahwa adapun dasar dan atau alas hak Jual Beli antara 

Penggugat dengan Turut Tergugat I terhadap tanah tersebut berupa Surat 
Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Deli Serdang (Turut 
Tergugat III) No. 037951/A/I/20 tanggal 15 Januari 1973 a.n Sarmin Bangun 

(Turut Tergugat II), yang Turut Tergugat I peroleh dari Turut Tergugat II 
berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.5 tanggal 25 Februari 

2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Urus Simanulang,SH. 

Bahwa selain diperoleh berdasarkan alas hak/surat yang benar, tanah tersebut 
telah dikuasai dan diusahai secara terus menerus dengan menanam dengan 

tanaman ubi dan jagung yang pada tahun sebelum tahun 1973 semula dikuasai dan 
diusahai Turut Tergugat III dan kemudian berpindah tangan dengan cara jual beli 

kepada Turut Tergugat II dengan cara jual beli sebagai mana berdasarkan Akta 
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 05 tanggal 25 Februari 2015 dihadapan 
Notaris/PPAT Urus Simanulang,SH dan sampai akhirnya berpindah tangann 

kepada Penggugat dengan cara jual beli sebagaimana berdasarkan Akta 
Pemindahan dan Penyerahann Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 36 tanggal 

19 Juni 2015 dihadapan Notaris/PPAT M.Hardisyah, N.K,SH, Mkn.  

Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah tersebut, berdasarkan informasi dari 
Turut Tergugat I, sejak Turut Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari Turut 

Tergugat II, selama bertahun-tahun tanah dibawah penguasaan dan pengusahaan 
Turut Tergugat II sampai Turut Tergugat I tanah tersebut secara terus menerus 

telah dikuasai dan diusahai dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap 
tanah tersebut, begitu juga halnya sejak dibawah penguasaan dan pengusahaan 
Penggugat. Dalam putusan pengadilan negeri medan majelas hakim memutus dan 

mengadili yaitu menerima sebagian permohonan gugatan penggugat, menyatakan 
bukti sertifikat hak milik tergugat I tidak berkekuatan hukum dan surat keterangan 

tanah No. 180775/A/I/20 tanggal 14 Oktober 1974 dengan luas 5.516 M2 a.n 
Tergugat I tidak berkekuatan hukum.  

METODE PELAKSANAAN 
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Kegiatan ini akan dilakukan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia 

(UPMI) Medan. Dalam kegiatan ini akan melibatkan seluruh mahasiswa di 
lingkungan Universitas Darma Agung Medan Universitas Pembinaan Masyarakat 

Indonesia (UPMI) Medan. Dalam kegiatan ini diharapkan peserta mempunyai 
kemauan untuk mengikuti sosialisasi Akibat Hukum Terhadap Pembatalan 
Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 

482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) 
Medan. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode sosialiasi yang dilaksanakan 
dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling tentang Akibat Hukum Terhadap 
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri 

Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia 
(UPMI) Medan. Secara lebih rinci metode kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengadakan ceramah singkat, digunakan untuk menyampaikan sejumlah 
informasi, dibantu dengan modul dan media belajar keterampilan.  

b. Melaksanakan tanya jawab, digunakan selama proses penyuluhan dan 

konseling. 

c. Melakukan sosialisasi dan konseling, digunakan untuk memperlihatkan 
langkah kerja setiap materi yang diberikan.  

d. Meneraapkan program sosialisasi yang dipusatkan di Universitas Pembinaan 
Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil yang didapatka bahwa peserta penyuluhan terlihat antusias dengan 
materi penyuluhan yang diberikan. Perlu diperhatikan bahwa antusias peserta 

sangat tinggi. Sehingga peerta tidak meningglkan  tempat acara sampai selesai. 
Jadi penyuluhan ini sangat berhasil.  

Terbukti dari dukungan sepenuhnya oleh pihak kampus, tempat berlangsungnya 
penyuluhan yang berupa sarana dan prasarana penyuluhan serta bantuan dalam 
mengumpulkan peserta penyuluhan. Secara umum, penyuluhan ini berjalan 

dengan lancer. Sehingga diharapkan adanya penyuluhan setiap bulan atau setiap 
semester yang diadakan oleh pihakk Universitas. 
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KESIMPULAN 

Dalam kegiatan Sosialisasi tentang Akibat Hukum Terhadap Pembatalan 
Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 

482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) 
Medan dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan 
merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: 

a. Memungkinkan terjadinya kesesuaian materi dengan kebutuhan para guru 
untuk memahami tentang Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak 

Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 
482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia 
(UPMI) Medan.  

b. Terdapat respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya 
diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Akibat Hukum 

Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan 
Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan 
Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.  
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